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Abstract: In the case number 0207  / Pdt.G  / 2015  / PA.AGM, it is known that a husband who has a government employees 
status has directly uttered Talak 3 to his wife, after that, he applied  for divorce to the religious court Argamakmur without attach- 
ing permission  of divorce  from superiors.  Furthermore, reading  the verdict of the judges of the Argamakmur Religious Court 
who granted  the petition  for divorce  of the Petitioner,  but did not include  the fact that the Petitioner  had  dropped Talak 3 to 
his wife before the husband applied  for divorce to the Religious Court and did not attach  the divorce permit from his superior. 
While it is clear that there is a legal difference between  the Talak 1 and the Talak 3. In addition, the absence of a divorce permit 
from the competent authority  will result in the Petitioner  being punished with severe discipline based  on the discipline regula- 
tions of civil servants.  Based  on the above  background, this research  reveals two issues, namely  first how is the legal power of 
Talak 3 appellation according  to Islamic law and positive law. Second, what is the benefit of divorce certificate for government 
employees who  filed for divorce  in Religious Court?  This type  of research  is normative juridical research  or library research 
which is then described descriptively. The results of this study conclude  that the legal power of Talak 3 appellation outside  the 
courts according  to Islamic law is valid. Because  in Islamic law (the Qur’an  and  hadith)  no one  arranges  if divorce  should  be 
pronounced in court. Even Talak does not need  a witness when the husband said it; Talak also can be spoken  by husband and 
firmly or with satire language. But the cancellation  of divorce  cannot  be done  as well as Talak 3 without  going through  Talak 
1 and  Talak 2. Whereas  according  to Law Number  1 Year 1974,  the appellation of divorce must be done  in front of the court, 
otherwise  the divorce is not legally recognized  by the state. And among  the husband and wife are still legally bound state even 
though  according  to Islamic law is not husband and wife anymore. While divorce permits from government employees superi- 
ors only can be used by the government employees who seek divorce to a religious court. The benefit of the divorce permits for 
the government employees is to avoid  disciplinary punishment in accordance with applicable  provisions.  Then  if the divorce 
request  has not been  submitted to a religious court, then  the government employees concerned may be strived for peace  by 
the team  or direct superior,  so the process  of divorce  proceedings is not necessary, this means  saving time and  money. If the 
divorce  proceedings continue, the divorce  papers  can  be useful as a basis for judicial consideration in the judgment, as the 
divorce papers  are the result of a team’s recommendation that examines the reasons  for divorce to obtain  a divorce certificate 
for the government employees. 
 




Abstrak: Dalam  perkara  nomor  0207/Pdt.G/2015/PA.AGM, diketahui  bahwa  seorang  suami  yang berstatus  pegawai  negeri 
sipil telah mengucapkan langsung  talak tiga kepada istrinya, setelah  itu baru  ia mengajukan permohonan cerai ke pengadilan 
agama argamakmur tanpa melampirkan izin cerai dari atasannya. Selanjutnya membaca putusan majelis hakim  Pengadilan 
Agama Argamakmur yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, namun tidak memasukkan fakta bahwa  Pemohon 
telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya sebelum  suami  mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama  dan  tidak 
melampirkan izin perceraian dari atasannya. Sementara jelas bahwa  terdapat perbedaan akibat hukum  antara talak satu den- 
gan talak tiga. Selain itu tidak adanya izin perceraian dari pejabat berwenang akan mengakibatkan Pemohon dijatuhi hukuman 
disiplin berat  berdasarkan peraturan disiplin pegawai  negeri sipil. Berdasarkan latar belakang  di atas penelitian  ini mengung- 
kapkan  dua  permasalahan, yaitu  pertamaBagaimana  kekuatan hukum  pengucapan talak  tiga di luar  pengadilan menurut 
hukum  Islam dan  hukum  positif. Kedua,  Apa manfaat surat izin cerai bagi Pegawai  Negeri Sipil yang mengajukan perceraian 
di Pengadilan Agama.  Jenis penelitian  ini adalah penelitian  yuridis normatif  atau  penelitian  perpustakaan yang kemudian di- 
uraikan  secara  deskriptif. Hasil penelitian  ini menyimpulkan bahwa  kekuatan hukum  pengucapan talak tiga di luar pengadilan 
menurut hukum  Islam adalah sah. Karena  dalam  hukum  Islam (Alquran dan  hadis)  tidak ada  yang mengatur jika talak harus 
diucapkan di depan pengadilan. Bahkan talak  tidak  perlu  saksi ketika suami  mengucapkannya, talakpun dapat diucapkan 
suami secara  jelas dan  tegas ataupun dengan bahasa sindiran.  Namun  penjatuhan talak tidak dapat dilakukan  sekaligus talak 
tiga tanpa melalui talak satu dan  talak dua.  Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor  1 Tahun  1974,  pengucapan talak 
harus  dilakukan  di depan persidangan, jika tidak maka  perceraian tidak diakui  secara  hukum  negara. Dan  di antara suami 
isteri tersebut  tetap  terikat secara  hukum  negara  meskipun  menurut hukum  Islam sudah  bukan  suami  isteri lagi. Sedangkan 
izin cerai dari atasan pegawai  negeri  sipil hanya bermanfaat bagi pegawai  negeri  sipil yang  mengajukan perceraian ke pen- 
gadilan  agama. manfaatnya antara lain adalah bagi pegawai  negeri sipil tersebut  akan  terhindar dari hukuman disiplin sesuai 
ketentuan yang berlaku.  kemudian jika permohonan cerai belum  diajukan  ke pengadilan agama, maka  pegawai  negeri  sipil 
yang bersangkutan dapat diupayakan damai  oleh tim ataupun atasan langsung,  sehingga  proses persidangan perceraian tidak 
perlu dilakukan,  ini artinya  menghemat waktu dan  biaya.  Jika proses  perceraian tetap  dilakukan,  maka  surat izin cerai dapat 
bermanfaat sebagai  dasar  pertimbangan pengadilan dalam  menjatuhkan putusannya, karena  surat izin cerai merupakan hasil 
rekomendasi tim yang memeriksa alasan  perceraian untuk mendapatkan surat izin cerai bagi pegawai  negeri sipil. 
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Pendahuluan 
Menurut   hukum   Islam,  seorang   suami   mempu- 
nyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak 
suami,   karena   dialah   yang   berminat   melangsung- 
kan  perkawinan, dialah  yang  berkewajiban memberi 
nafkah,  dia  pula  yang  wajib  membayar mas  kawin, 
mut’ah,  serta  nafkah  dan  iddah.  Di samping  itu laki- 
laki adalah orang  yang  lebih sabar  terhadap sesuatu 
yang tidak disenangi  oleh perempuan. Laki-laki tidak 
akan  segera  menjatuhkan talak  apabila  marah   atau 
ada  kesukaran yang  menimpanya. Sebaliknya kaum 
wanita  itu lebih cepat  marah, kurang  tabah  sehingga 
ia  cepat-cepat minta  cerai  hanya  karena  ada  sebab 
yang  sebenarnya sepele  atau  tidak masuk  akal.  Kar- 
ena  itulah  kaum  wanita  tidak diberi hak  untuk  men- 
jatuhkan talak.1 
Islam memberikan hak talak hanya  kepada suami, 
karena  keinginan  suami lebih kuat untuk tetap melan- 
jutkan  tali  perkawinan yang  telah  banyak   mengor- 
bankan harta.  Atas pertimbangan tersebut,  di samp- 
ing  suami  memiliki  akal  dan  sifat yang  lebih  sabar 
dalam  menghadapi sikap dan  perilaku istri yang tidak 
disenangi,  seorang  suami  tidak   akan  bersikap  terb- 
uru-buru untuk  memutuskan bercerai  hanya  karena 
perasaan marah  atau  sifat buruk  istrinya yang  cend- 
erung membuat susah  dirinya.2  Hak menjatuhkan ta- 
lak melekat  pada  orang  yang  menikahinya.  Apabila 
hak  menikahi  orang  perempuan untuk  dijadikan  se- 
bagai  isteri melekat  pada  seorang  suami,  maka  yang 
berhak  menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang 
menikahinya (suami).3 
Dalam  kehidupan berumah  tanggga,   suami  istri 
wajib memelihara terhubungnya tali pengikat  perkaw- 
inan,  dan  tidak sepantasnya mereka  berusaha meru- 
sak dan  memutuskan tali pengikat  tersebut.  Meskipun 
suami oleh hukum Islam diberi menjatuhkan talak, 
namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya 
itu dengan gegabah dan  sesuka  hati,  apalagi  hanya 
menurutkan hawa  nafsunya.4 
Para   ulama   sepakat   bahwa   suami  yang  berakal 
sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan 
diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinya- 
takan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun 
yang  menunjukkan  berakhirnya ikatan  pernikahan, 
baik  diucapkan dengan perkataan ataupun dengan 
menggunakan tulisan yang ditujukan  kepada istrinya, 
dengan isyarat-bagi  seorang  tuna wicara atau  dengan 
mengirimkan seorang  utusan/wakil.  Talak tetap dinya- 
 
 
1Abdul Rachmad  Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indo- 
nesia, (Malang: Bayumedia  Publishing, 2003), h. 64 
2Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah  4, (Jakarta:  Cakrawala  Publishing, 2009), 
takan  sah  walaupun dengan menggunakan seorang 
utusan  atau  wakil untuk  menyampaikan kepada is- 
trinya  yang  berada di tempat  lain, bahwa  suaminya 
telah  menalaknya. Dalam  kondisi  seperti  ini, orang 
yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang 
menalak. Oleh karena  itu, talaknya  dinyatakan sah.5 
Berdasarkan keterangan tersebut  di atas diketahui 
bahwa dalam hukum Islam, talak dapat dilakukan 
dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya 
ikatan pernikahan, bisa dalam bentuk pengucapan 
ataupun tulisan dari suami ke istrinya. Talak juga tidak 
mesti langsung  diucapkan oleh suami.  Selain itu juga 
bahwa  talak  tidak  mengenal waktu  dan  tempat,   ini 
artinya  pengucapan talak  tidak  mesti  dinyatakan di 
depan pengadilan. 
Sementara  putusnya  perkawinan  diatur   dalam 
Pasal  38  yang  menyebutkan bahwa  perkawinan da- 
pat  putus  karena  kematian, perceraian dan  atas  pu- 
tusan  pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Un- 
dang Perkawinan, “perceraian hanya  dapat dilakukan 
di depan sidang  Pengadilan setelah  Pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamai- 
kan kedua  belah pihak”. 
Khusus untuk  pegawai  negeri sipil, ketentuan ten- 
tang  perceraian diatur  dalam  Peraturan Pemerintah 
Nomor  45 Tahun  1990.  Pasal 3 menyebutkan bahwa 
pegawai  negeri sipil yang akan melakukan perceraian 
wajib  memperoleh izin atau  surat  keterangan  lebih 
dahulu   dari  pejabat, yang  permintaannya  diajukan 
secara tertulis. Pasal 15 mengatur bahwa  jika pegawai 
negeri  sipil melanggar   ketentuan tersebut   akan  di- 
jatuhi hukuman disiplin berat  berdasarkan peraturan 
disiplin pegawai  negeri sipil. Ini artinya bagi setiap pe- 
gawai negeri sipil yang akan mengajukan perkara  per- 
ceraian  ke Pengadilan Agama, wajib memperoleh izin 
atau  surat  keterangan dari  pejabat yang  berwenang 
mengeluarkan izin atau  surat keterangan tersebut. 
Dalam   perkara   perceraian  yang   diajukan   pada 
tanggal  08  April 2015  oleh  Pemohon (suami)  terh- 
adap  Termohon (isterinya)   di Pengadilan Agama Ar- 
gamakmur, diketahui  bahwa  diantara keduanya ser- 
ing terjadi keributan/cekcok yang tejadi terus menerus 
sampai   dengan  akhirnya   keduanya  sepakat   untuk 
pisah  tempat  tinggal.  Sebelum  sepakat  untuk  pisah 
tempat   tinggal,  Pemohon  telah  menjatuhkan  talak 
tiga dan  mengatakan kepada istrinya, bahwa  mereka 
harus berpisah.6 Pemohon sendiri bekerja sebagai  Pe- 
gawai Negeri Sipil di UPTD Sanggar  Kegiatan Belajar 
Argamakmur, namun pada  saat  mengajukan permo- 
honan ke Pengadilan Agama Argamakmur, Pemohon 
tidak melampirkan surat izin perceraian yang menjadi 
h. 9  
3Rahmat  Hakim, Hukum  Perkawinan  Islam, (Bandung:  Pustaka  Setia, 
2000), h. 155 
4Abdul Rahman  Ghozali, Fiqh Munakahat,   (Jakarta:  Kencana Prenada 
Media Group, 2010),   h. 212 
5Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah  4, h. 10 
6Putusan Pengadilan   Agama  Argamakmur  Nomor  0207/Pdt.G/2015/ 
PA.AGM, h. 5 
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kewenangan Bupati Bengkulu Utara. Pemohon hanya 
melampirkan surat rekomendasi izin perceraian yang 
dikeluarkan oleh Kepala UPTD Sanggar  Kegiatan Be- 
lajar Argamakmur. 
Untuk itu berdasarkan beberapa permasalahan 
tersebut,  peneliti dalam  kesempatan ini mencoba un- 
tuk  menganalisis putusan  majelis  hakim  Pengadilan 
Agama Argamakmur dalam  perkara  permohonan ce- 
rai yang diajukan  Suparno tersebut,  yang dirumuskan 
dengan judul  “Talak  Tiga  Di Luar  Pengadilan Pers- 
pektif Hukum  Islam Dan Hukum  Positif Bagi Pegawai 
Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama 
Argmakmur  Nomor  0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)”. 
 
Rumusan Masalah 
1.   Bagaimana  kekuatan hukum   pengucapan  talak 
tiga di luar pengadilan menurut hukum  Islam dan 
hukum  positif? 
2.   Apa manfaat surat izin cerai bagi Pegawai  Negeri 




1.    Mengetahui kekuatan hukum  pengucapan  talak 
tiga di luar pengadilan menurut hukum  Islam dan 
hukum  positif. 
2.    Mengetahui manfaat surat izin cerai bagi Pegawai 




Penelitian  ini merupakan penelitian  yang menggu- 
nakan  jenis penelitian  yuridis normatif atau penelitian 
perpustakaan (library research), yaitu pendekatan 
masalah dengan jalan menelaah dan  mengkaji  suatu 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
berkompeten untuk  digunakan sebagai  dasar  dalam 
melakukan pemecahan masalah, sehingga  langkah- 
langkah dalam penelitian  ini menggunakan logika 
yuridis.7  Dalam penelitian ini, yang menjadi objek 
penelitian   adalah  putusan  majelis  hakim   Pengadi- 
lan  Agama  Argamakmur Nomor   0207/Pdt.G/2015/ 
PA.AGM tanggal 116 Desember 2015. 
 
Landasan Teori 
Dalam penelitian  ini, dipergunakan beberapa teori 
hukum   yang  terkait  dengan permasalahan di  atas. 
Kata teori berasal  dari kata theoria  yang artinya  pan- 
dangan atau  wawasan. Teori  juga  dapat  dikatakan 




7Abu  Ahmad  dan  Cholid  Narbuko,   Metodologi  Penelitian,  (Jakarta: 
Bumi Angkasa, 2002), h, 23 
8Sudikno  Mertokusumo,  Teori Hukum, (Yogyakarta: Cahaya  Atma Pus- 
taka,  2012), h. 4 
Pada  sebuah teori ilmiah setidak-tidaknya harus  ada 
hipotesis atau sebuah penetapan permasalahan, harus 
ada  metode tertentu  yang  dalam  teori itu harus  dile- 
gitimasi dan  harus  ada  seperangkat pernyataan yang 
konsisten dan dapat dikontrol.9   Adapun teori yang 
dipergunakan dalam  penelitian  ini adalah: 
 
1. Hukum Islam 
Ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasu- 
lullah,   baik   berupa  larangan,  sunnah,  kebolehan, 
serta kewajiban, dimuat dalam syari’ah, yang meliputi 
keseluruhan aspek  manusia baik hubungan manusia 
dengan  Tuhan,  manusia dengan  manusia, bahkan 
manusia dengan lingkungan.10    Ketetapan yang  me- 
lekat  pada   manusia guna  mengatur, mengikat,   dan 
memberikan sanksi kepada pelaku  pelanggarnya 
merupakan suatu  bentuk  hukum,  Hukum  Islam da- 
lam pengertian syariah  atau   Islamiclaw pada  bahasa 
Inggris  adalah hukum   Islam  yang  tidak  mengalami 
perubahan sepanjang zaman,  dan  mengikat  pada  se- 
tiap umat  Islam.11   Hukum  Islam adalah  hukum  yang 
bersumber dari  agama Islam,  bedasarkan ketetapan 
Allah, yang  tidak mengatur hubungan manusia den- 
gan manusia lain, dan  benda dalam  masyarakat, dan 
hubungan-hubungan lainnya.  Sebagaimana surah  Al 




Artinya:“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan 
padanya; petunjuk bagi mereka  yang bertakwa”. 
 
Pengertian  hukum    Islam   dalam    khasanah  lit- 
eratur   intelektual  muslim,  terutama yang  dipahami 
masyarakat muslim tidak jarang mengalami ambi- 
guitas  antara  pengertian syariah   dan   fiqih.  Terda- 
pat perbedaan pengertian hukum  antara fuqaha  dan 
ushliyyun,   menurut  fuqaha,  hukum   Islam  merupa- 
kan seperangkat pengetahuan tentang  hukum-hukum 
syar’i terapan yang  diambil  dari  dalil-dalil yang  ter- 
perinci  atau  akibat  titah  Tuhan. Sedangkan menurut 
ahli ushul,  hukum  adalah titah Tuhan  yang  bertalian 
dengan perbuatan subjek  hukum  yang  meliputi  tiga 
kategori yaitu tuntutan, pilihan atau  penetapan.13 
 
2.   Teori Kepastian Hukum 
Teori   Kepastian    hukum    mengandung  2   (dua) 
 
 
9J. J. H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidhartha, 
(Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1999), h. 2-3 
10Zainuddin Ali, Hukum  Perdata   Islam di  Indonesia,  (Jakarta:  Sinar 
Grafika,  2014), h. 4 
11Zainuddin Ali, Hukum Perdata  Islam ..., h. 4 
12Mohammad Daud  Ali, Hukum  Islam: Pengantar Ilmu Hukum  dan 
Tata  Hukum  Islam di Indonesia,  (Jakarta:  Raja Grafindo  Persada,  1996), 
h. 42-43 
13Toha  Andiko, Fiqh Kontemporer,  (Bogor: IPB Press, 2014), h. 3 
HEPI: Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam      96  
 
pengertian yaitu  pertama adanya aturan  yang  bersi- 
fat umum  membuat individu  mengetahui perbuatan 
apa  yang boleh  atau  tidak boleh  dilakukan,  dan  ked- 
ua berupa keamanan hukum  bagi individu dari kese- 
wenangan pemerintah karena  dengan adanya aturan 
hukum  yang bersifat umum  itu individu dapat menge- 
tahui apa  saja yang boleh dibabankan atau  dilakukan 
oleh Negara  terhadap individu.  Kepastian  hukum  bu- 
kan hanya  berupa pasal-pasal dalam  undang-undang 
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan ha- 
kim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 
hakim lainnya  untuk kasus yang serupa  yang telah di 
putuskan.14 
Tujuan  hukum  yang mendekati realistis adalah 
kepastian hukum  dan kemanfaatan hukum.  Kaum 
Positivis  melebih   menekankan  pada   kepastian  hu- 
kum,  sedangkan Kaum  Fungsionalis  mengutamakan 
kemanfaatan hukum,   dan  sekiranya   dapat  dikemu- 
kakan  bahwa  “summum ius, summa  injuria,  summa 
lex, summa  crux”   yang  artinya  adalah hukum  yang 
keras dapat melukai, kecuali keadilan  yang dapat 
menolongnya, dengan demikian  kendatipun keadilan 
bukan  merupakan tujuan  hukum  satu-satunya akan 




1. Perkawinan Dan Perceraian 
Allah menjadikan perkawinan yang  diatur  menurut 
syariat  Islam sebagai  penghormatan dan  penghargaan 
yang tinggi terhadap harga  diri, yang diberikan  oleh Is- 
lam khusus untuk  manusia di antara makhluk-makhluk 
yang lain.16  Perkawinan dalam  istilah agama Islam, dis- 
ebut nikah, yaitu melakukan suatu akad atau  perjanjian 
untuk  mengikatkan  diri  antara seorang   laki-laki den- 
gan  wanita  untuk  menghalalkan hubungan kelamin  di 
antara keduanya, atas dasar sukarela dan keridhaan un- 
tuk mewujudkan suatu  kebahagiaan hidup  berkeluarga 
yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan 
cara yang diridhoi oleh Allah Swt.17 
Pengertian perkawinan secara  arti kata,  yaitu nikah 
atau  zawaj berarti  “bergabung”, “hubungan kelamin”, 
dan juga yang berarti “akad”. Sedangkan dalam penger- 
tian terminologisnya, pada kitab-kitab fiqh terdapat kata- 
kata  yang  berarti  akad  atau  perjanjian yangmengand- 
ung maksud  memperbolehkan suatu hubungan kelamin 
dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.18 
 
 
14Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  (Jakarta:   Kencana 
Pranada Media Group, 2008), h. 158 
15Dominikus  Rato,  Filsafat   Hukum  Mencari: Memahami  dan  Mema- 
hami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59 
16Mahmud Al-Shabbaqh,  Tuntuntan Keluarga Bahagia  Menurut  Islam, 
alih bahasa  Bahruddin  Fannani,  (Mesir: Dar al-I’tisham, 2004), h. 23 
17Soemiyati,  Hukum  Perkawinan  Islam dan  Undang-Undang Perkaw- 
inan, Yogyakarta: Liberty, 2004, h. 8 
18Syarifuddin,   Amir, Garis-garis  Besar  Fiqh,  Bogor:  Prenada  Media, 
2003, h. 73 
Sahnya  suatu   perkawinan  dalam   hukum   Islam 
adalah dengan terlaksananya akad  nikah  yang  me- 
menuhi  syarat-syarat dan  rukunnya.19   Rukun  meru- 
pakan   unsur   yang  melekat   pada   peristiwa  hukum 
atau  perbuatan hukum,  baik dari segi subjek hukum 
maupun objek  hukum  yang  merupakan bagian  dari 
perbuatan hukum  atau  peristiwa hukum  (akad  nikah) 
ketika peristiwa hukum  tersebut  berlangsung.20 
Rukun  menentukan sah  atau  tidaknya  suatu  per- 
buatan atau  peristiwa  hukum,  jika salah  satu  rukun 
tersebut  tidak  terpenuhi, maka  akan  berakibat  tidak 
sah dan  berstatus  batal demi hukum.21  Syarat,  meru- 
pakan  hal-hal  yang melekat  pada  masing-masing un- 
sur yang menjadi  bagian  dari suatu perbuatan hukum 
atau peristiwa hukum,  yang jika tidak terpenuhi syarat 
tersebut,  tidak  dengan sendirinya  membatalkan per- 
buatan atau  peristiwa  hukum,  akan  tetapi  perbuatan 
dan peristiwa hukum  tersebut  dapat dibatalkan.22 
Dalam Islam, salah satu bentuk pemutusan hubun- 
gan  ikatan  perkawinan karena   sebab-sebab terten- 
tu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri 
meneruskan hidup  berumah tangga  disebut  thalaq/ 
talak.23  Kata talak diambil dari kata ithlaq yang berarti 
melepaskan atau  membiarkan.24 
Menurut  istilah,  talak  adalah  melepaskan ikatan 
perkawinan atau  putusnya hubungan suami  isteri 
dengan mengucapkan secara  sukarela  ucapan  talak 
kepada istrinya, dengan kata-kata  yang jelas atau 
dengan sindirian.25  Talak dalam  hukum  Islam adalah 
suatu  terapi  atau  suatu  obat  hingga  harus  dipandang 
talak sebagai  bagian  dari solusi dan  tidak dipandang 
sebagai  bagian  problema.26 
Para  ulama   sepakat   bahwa   suami  yang  berakal 
sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan 
diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinya- 
takan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun 
yang  menunjukkan  berakhirnya ikatan  pernikahan, 
baik  diucapkan dengan perkataan ataupun dengan 
menggunakan tulisan yang ditujukan  kepada istrinya, 
dengan isyarat bagi seorang  tuna wicara atau  dengan 
mengirimkan seorang  utusan/wakil.  Talak tetap dinya- 
takan  sah  walaupun dengan menggunakan seorang 
utusan  atau  wakil untuk  menyampaikan kepada is- 
trinya  yang  berada di tempat  lain, bahwa  suaminya 





19Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan ..., h. 63 
20Neng  Djubaedah,   Pencatatan  Perkawinan   dan  Perkawinan   Tidak 
Dicatat Menurut Hukum  Tertulis di Indonesia  dan  Hukum  Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010), h. 90 
21Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan..., h. 90 
22Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan..., h. 92 
23Sudarsono,  Hukum  Perkawinan   Nasional,  (Jakarta:   Rineka  Cipta, 
2005), h. 128 
24Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subusalam ..., h. 609 
25Ahmad  Shidik, Hukum Talaq ..., h. 9 
26Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan  Islam, h. 95 
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yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang 
menalak. Oleh karena  itu, talaknya  dinyatakan sah.27 
Macam-macam talak  jika  dilihat  dari  kemungkinan 
untuk rujuk kembali, adalah:28 
1.   Talak raj’i; talak kesatu atau kedua,  dimana suami 
berhak  rujuk selama  istri dalam  masa  iddah. 
2.   Talak ba’in shuqraa; talak yang tidak boleh dirujuk 
tapi boleh akad  nikah baru dengan bekas suamin- 
ya meskipun  dalam  iddah. 
3.   Talak ba’in kubraa;  talak yang terjadi untuk ketiga 
kalinya,  dan  tidak dapat dirujuk  dan  tidak dapat 
dinikahkan  kembali  kecuali  apabila   pernikahan 
itu  dilakuan   setelah   bekas   isteri  menikah   den- 
gan  orang  lain  dan  kemudian terjadi  perceraian 
ba’daldukhul dan habis masa  iddahnya. 
Seorang suami yang telah menjatuhkan talak yang 
ketiga kepada isterinya, maka perempuan itu tidak ha- 
lal lagi baginya  untuk mengawininya sebelum  perem- 
puan  itu kawin dengan laki-laki lain. Maksudnya  ialah 
kalau sudah  talak tiga, perlu muhallil untuk membole- 
hkan kawin kembali antara pasangan suami isteri per- 
tama.  Arti muhallil  ialah  orang  yang  menghalalkan. 
Maksudnya  ialah si isteri harus  kawin dahulu  dengan 
seorang   laki-laki lain  dan  telah  melakukan persetu- 
buhan dengan suaminya itu sebagai  suatu  hal  yang 
merupakan inti perkawinan. 
Laki-laki lain itulah yang bernama muhallil. Kalau 
pasangan suami isteri ini bercerai  pula, maka  barulah 
pasangan suami  isteri semula  dapat kawin kembali.29 
Perempuan yang telah dijatuhi talak tiga ini harus  su- 
dah menikah  dengan laki-laki lain kemudian bercerai. 
Dalam keadaan demikian,  perempuan tadi tidak dila- 
rang dinikahi lagi oleh laki-laki bekas suami pertama; 
hukum  perkawinan tersebut  tetap halal.30 
Sebagai  makhluk  sosial (zoon  politicon),  manusia 
tidak  dapat hidup   sendiri  karena   senantiasa  selalu 
membutuhkan bantuan dari orang  lain, bahkan sejak 
manusia dilahirkan.  Manusia  juga selalu mempunyai 
naluri  untuk  hidup  bersama dan  saling  berinteraksi 
antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkum- 
pul  dengan lawan  jenisnya  agar  dapat membentuk 
suatu  keluarga.  Faktor  lain yang  mendorong manu- 
sia untuk  hidup  berkeluarga, yaitu  adanya penilaian 
umum  bahwa   orang  yang  berkeluarga atau  pernah 
berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihar- 
gai dari mereka  yang tidak kawin.31 
Peradilan agama  telah  tumbuh dan   melembaga 
di bumi  nusantara ini sejak agama Islam dianut  oleh 
penduduk yang  berada di wilayah  ini, berabad-abad 
lamanya sebelum  kehadiran penjajah. Tumbuh dan 
 
 
27Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah  4, h. 10 
28Pasal 118, 119 dan 120 Kompilasi Hukum Islam 
29Sudarsono, Hukum Perkawinan  Nasional, h. 101-102 
30Sudarsono, Hukum Perkawinan  Nasional, h. 128-129 
31Sayuthi  Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,  , h. 48 
berkembangnya  peradilan  agama  itu  adalah  kar- 
ena  kebutuhan dan  kesadaran hukum  sesuai dengan 
keyakinan  mereka.32 
Terdapat beberapa  teori  terkait  dengan pember- 
lakuan  hukum  Islam  di  kalangan masyarakat Indo- 
nesia,  antara lain; teori receptie  incomplexu, teori re- 
ceptie, dan teori receptie  balik (receptie  a contrario).33 
Melalui ahli hukum Van den Berg lahir teori receptie in 
complexu  yang menyatakan bahwa  syari’at Islam se- 
cara  keseluruhan berlaku  bagi pemeluk  pemeluknya. 
Atas pengaruh teori ini, maka  pemerintah Hindia  Be- 
landa  pada  tahun  1882  mendirikan peradilan agama 
yang  ditujukan  kepada warga  masyarakat yang  me- 
meluk agama Islam.34 
Selanjutnya   Undang-Undang   Peradilan   Agama 
juga  mengalami perubahan  untuk   semakin   disem- 
purnakan. Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1989  di- 
ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006, 
diubah    kembali   menjadi   Undang-Undang  Nomor 
50  Tahun  2009  dengan penambahan  beberapa  ke- 
wenangan seperti memberikan itsbat kesaksian  ru’yat 
hilal penentuan awal bulan  pada  tahun  Hijriah,  dan 
juga  kewenangan untuk  mengadili  perkara  ekonomi 
syariah. 
Peradilan agama merupakan proses pemberian kea- 
dilan berdasarkan hukum  Islam kepada orang-orang Is- 
lam yang di lakukan di Pengadilan Agama dan Pengadi- 
lan Tinggi Agama. Keberadaan peradilan agama, dalam 
sistem peradilan nasional  Indonesia, merupakan salah 
satu  pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di 
samping peradilan agama, di Indonesia juga dikenal tiga 
lembaga peradilan lain  yang  mempunyai kedudukan 
yang sama  dan  sederajat dengan kekuasaan yang ber- 
beda,  yaitu peradilan umum  (peradilan negeri), peradi- 
lan militer, dan peradilan tata usaha  negara.35 
Dalam  sejarah  perkembangannya personil peradi- 
lan agama sejak dulu selalu dipegang  oleh para ulama 
yang disegani yang menjadi  panutan masyarakat. Hal 
ini sudah  dapat dilihat dari sejak proses pertumbuhan 
peradilan agama. Pada  masa  kerajaan-kerajaan  Islam 
penghulu keraton  sebagai  pemimpin keagamaan Is- 
lam di lingkungan  keraton  yang membantu tugas raja 
di bidang  keagamaan yang bersumber dari ajaran  Se- 
jak tahun  1970  perekrutan tenaga  personil di lingkun- 
gan peradilan agama khususnya untuk  tenaga  hakim 
dan  kepaniteraan diambil dari alumni  Institut Agama 




32Munawir Sjadzali, Hukum  Islam di Indonesia  Pemikiran dan  Praktek, 
(Bandung:  Rosdakarta,  1994), h. 42 
33Abdul Ghofur Anshori, Peradilan  Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 
Tahun 2006; Sejarah, Kedudukan,  dan Kewenangan, (Yogyakarta: UII Press, 
2007), h. 12 
34Abdul Ghofur Anshori, Peradilan  Agama di Indonesia...., h. 12 
35Mohammad Daud Ali, Hukum Islam..., h. 251 
36Busthanul  Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia,  Akar Seja- 
rah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta:  Gema Insani Pers, 1996), h. 82 
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Pengadilan Agama  mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan dalam  rentang  waktu  yang  panjang, 
sejak  Islam  menjadi   kekuatan  politik  di  Indonesia 
pada  masa  munculnya kerajaan-kerajaan Islam hing- 
ga  dewasa  ini. Kini ia menjadi  salah  satu  peradilan 
negara  yang  memiliki kekuatan sejajar  dengan pera- 
dilan negara  yang lainnya.37 
Keberadaan Pegawai  Negeri Sipil di Indonesia 
mempunyai latar  belakang     sejarah   yang  panjang, 
pada  masa  penjajahan kolonial  Belanda  banyak  pe- 
gawai pemerintah Hindia  Belanda, yang berasal  dari 
kaum  bumi  putera. Kedudukan pegawai  merupakan 
pegawai  kasar atau  kelas bawah, karena  pengadaan- 
nya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.38 
Setelah  Belanda  kalah dari Jepang, secara  otoma- 
tis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda  di- 
pekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai  pegawai 
pemerintah.  Selanjutnya setelah   Jepang  menyerah 
kepada Sekutu,  dan  bangsa   Indonesia  memprokla- 
masikan kemerdekaan pada   tanggal 17 Agustus 1945 
maka  secara  otomatis  pula seluruh  pegawai  Pemerin- 
tah dijadikan  menjadi  Pegawai  Negara  Kesatuan  Re- 
publik Indonesia.39 
Menurut  Mahfud  M.D., tujuan  pembangunanNa- 
sional  adalah untuk  membentuk  suatu   masyarakat 
adil dan makmur,  seimbang material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila  didalam  wilayah  Negara  Kes- 
atuan  Republik  Indonesia (NKRI). Kelancaran pelak- 
sanaan  pemerintahan  dan   pembangunan  nasional 
itu  terutama sekali  tergantung pada   kesempurnaan 
aparatur negara  yang pada  pokoknya tergantung dari 
kesempurnaan pegawai  negeri  (sebagian dari apara- 
tur negara).40 
Landasan yuridis keberadaan pegawai  negeri sipil 
di Indonesia, dituangkan dalam  Undang-Undang No- 
mor  8 Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Kepegawa- 
ian, yang diubah  dengan Undang-Undang Nomor  43 
Tahun  1999 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepe- 
gawaian. 
Pembentukan  Undang-Undang Pokok-pokok Ke- 
pegawaian ini adalah untuk mencapai tujuan  nasonal 
dalam  rangka  mewujudkan masyarakat madani yang 
taat hukum,  berpeadaban modern, demokratis, mak- 
mur, adil, dan bermoral tinggi, sehingga diperlukan pe- 
gawai negeri yang merupakan unsur  aparatur negara 
yang bertugas  sebagai  abdi masyarakat yang menye- 
lenggarakan pelayanan secara  adil dan  merata, men- 
jaga  persatuan dan  kesatuan bangsa  dengan penuh 
 
 
37Cik Hasan  Bisri, Peradilan  Agama di Indonesia,  (Jakarta:  Raja Grafin- 
do Persada,  2000), h. 258. 
38Admin,  Sejarah  Panjang  Permasalahan PNS,  diakses  dari  www.por- 
talhr.com, pada  tanggal 21 Juni 2016, jam. 11.14 WIB, h. 1 
39Admin, Sejarah Panjang  Permasalahan PNS, h. 1 
40Moh.MahfudMD,HukumKepegawaianIndonesia,(Yogyakarta:Liberty, 
1998),h.2 
kesetiaan    kepada  Pancasila    dan   Undang-Undang 
Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun  1945.41 
Ketentuan  yang mengatur perceraian bagi pegawai 
negeri  sipil, dimuat  dalam  Peraturan  Pemerintah Re- 
publik Indonesia Nomor  45 Tahun  1990  tentang  Pe- 
rubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  10 Tahun 
1983   tentang   Izin Perkawinan dan  Perceraian  Bagi 
Pegawai  Negeri  Sipil. Peraturan pemerintah ini lahir 
dengan  pertimbangan  bahwa   pegawai   negeri   sipil 
adalah unsur  aparatur negara, abdi negara, dan  abdi 
masyarakat yang  harus  menjadi   teladan   yang  baik 
bagi  masyarakat dalam  tingkah  laku,  tindakan dan 
ketaatan   kepada   peraturan   perundang-undangan 
yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan 
berkeluarga.42   Selain  itu untuk  dapat melaksanakan 
kewajibannya, maka  kehidupan pegawai  negeri  sipil 
harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, 
dan  bahagia, sehingga  setiap pegawai  negeri sipil da- 
lam  melaksanakan  tugasnya   tidak  akan   terganggu 
oleh masalah-masalah dalam  keluarga.43 
Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor  30 Ta- 
hun  1980  tentang  Peraturan Disiplin Pegawai  Negeri 
Sipil telah diubah  menjadi  Peraturan Pemerintah No- 
mor 53 Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri 
Sipil.Sebagai petunjuk  pelaksanaan Peraturan Pemer- 
intah Nomor 45 Tahun 1990, Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara  mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor  48/SE/1990. SuratEdaranini  merupakan pe- 
doman untukmenyelesaikan masalah perkawinan dan 
atau perceraian pegawai  negeri sipil berdasarkanPera- 
turan Pemerintah 45Tahun1990. 
 
2. Putusan Pengadilan Agama Argamakmur No- 
mor 0207/ Pdt.G/ 2015/PA. AGM 
Pada  tanggal 8 April 2015,  seorang  Pemohon (sua- 
mi) yang  berstatus  sebagai  pegawai  negeri sipil men- 
gajukan  permohonan cerai talak terhadap Termohon 
(istrinya)  yang  terdaftar  di  kepaniteraan Pengadilan 
Agama  Argamakmur dengan  register  nomor   0207/ 
Pdt.G/2015/PA.AGM  tanggal  8  April 2015,   dengan 
alasan-alasan sebagai  berikut: 
1. Bahwa  antara Pemohon dengan Termohon adalah 
pasangan sah suami isteri yang telah menikah  pada 
tanggal  15 Mei 1989,  sebagaimana tercatat  dalam 
duplikat  kutipan  akta  nikah  tanggal  20 April 2004 
yang dikeluarkan oleh Pegawai  Pencatat Nikah 
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Keliling Danau 
Kabupaten Kerinci; 
2. Bahwa  setelah  pernikahan tersebut  antara Pemo- 
hon   dengan  Termohon  mejalankan  kehidupan 
 
 
41Konsideran  menimbang huruf  a  Undang-Undang Nomor  43  Tahun 
1999  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1974  ten- 
tang Pokok-Pokok Kepegawaian 
42Konsideran  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, h. 1 
43Konsideran  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, h. 1 
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berumah tangga  secara  rukun  dan  damai  di Desa 
Teluk  Ajang  Kecamatan  Air Padang  Kabupaten 
Bengkulu Utara selama  lebih kurang 3 tahun  5 bu- 
lan, kemudian berpindah ke desa Sumber  Sari ke- 
camatan kota  Argamakmur kabupaten  Bengkulu 
Utara selama  lebih kurang 22 tahun  6 bulan; 
3. Bahwa  selama  menjalankan kehidupan berumah 
tangga  antara Pemohon dan Termohon telah 
dikaruniai  2 (dua)  orang  anak,  yang telah berusia 
22 tahun  dan berusia  19 tahun; 
4. Bahwa   sejak   sekitar   pertengahan  tahun   2011 
antara Pemohon dan  Termohon mulai  sering ter- 
jadi keributan/cekcok dalam  rumah  tangga  dikar- 
enakan  Termohon sering  membantah dan  tidak 
menghargai Pemohon  sebagai   Kepala  Keluarga 
dan bahkan Termohon selalu mendikte  serta men- 
gatur Pemohon dalam  menjalankan kehidupan 
sehari-hari; 
5. Bahwa   keributan/cekcok  tersebut   berkelanjutan 
terus  menerus sehingga  akhirnya  sejak  tanggal  6 
Juli 2014  sampai  dengan sekarang  (lebih kurang 
9 bulan)  antara Pemohon dengan Termohn telah 
berpisah tempat  tinggal yaitu Pemohon bertempat 
tinggal di Perumahan Komplek UPTD SKB Arga- 
makmur  sedangkan Termohon tetap bertempat 
tinggal di desa Sumber  Sari kecamatan kota Arga- 
makmur  kabupaten Bengkulu Utara; 
6. Bahwa   selama    berpisah  tempat    tinggal   antar 
Pemohon dengan Termohon tidak  lagi  menjalin 
hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami 
isteri serta  tidak  ada  lagi kebahagiaan baik  lahir 
maupun bathin  yang dirasakan oleh Pemohon; 
7. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Pemohon 
dengan Termohon telah  diusahakan perdamaian 
secara kekeluargaan, namun tidak ada penyelesai- 
annya  yang baik; 
8. Bahwa  atas  perselisihan  rumah  tangga  ini Pemo- 
hon   merasa   tersiksa  dan   tidak  tahan   lagi  dan 
Pemohon merasakan tidak ada lagi harapan untuk 
kembali  membina rumah  tangga  dengan Termo- 
hon; 
Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemu- 
kakan di atas, Pemohon meminta Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara  ini untuk berkenan 
menjatuhkan putusan sebagai  berikut: 
1.  Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2.  Menetapkan, memberi  izin kepada Pemohon un- 
tuk menjatuhkan talak satu  raj’i terhadap Termo- 
hon di depan sidang Pengadilan Agama Argamak- 
mur; 
3.  Membebankan biaya perkara  sesuai dengan pera- 
turan perundang-undangan yang berlaku; 
Pemohon yang berstatus  pegawai negeri sipil pada 
saat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadi- 
lan Agama Argamakmur, ternyata tidak melampirkan 
surat  izin perceraian dari  pejabat atasannya, namun 
hanya  melampirkan surat rekomendasi izin perceraian 
yang  dikeluarkan oleh  Kepala  UPTD SKB Argamak- 
mur tertanggal 13 Oktober 2014 dan surat pernyataan 
Pemohon tertanggal  12 Agustus 2015. 
Selanjutnya berdasarkan permohonan cerai  talak 
yang diajukan  oleh Pemohon tersebut,  Termohon ke- 
mudian   memberikan jawaban  di  antaranya adalah 
sebagai  berikut: 
1.   Bahwa   dalil-dalil  permohonan Pemohon pada 
angka 1 dan 2 adalah benar. 
2.   Bahwa  dalil permohonan Pemohon pada  angka 
4  adalah benar,   namun tidak  benar  penyebab- 
nya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. 
Yang  terjadi  sebenarnya  dikarenakan Pemohon 
pada  saat itu mengalami perubahan yang sangat 
drastis  baik  sikap  maupun tingkah  lakunya.  Du- 
gaan Termohon karena  Pemohon terpengaruh 
ajaran  pengajian yang diikuti Pemohon, sehingga 
tidak peduli dengan keluarganya. 
3.   Bahwa  dalil permohonan Pemohon pada  angka 
5  adalah benar,   tetapi  sebelum  Pemohon  pergi 
dari  rumah   tidak  ada   sedikitpun   pertengkaran. 
Yang sebenarnya terjadi adalah pada  saat Pemo- 
hon  akan  keluar  rumah   sesudah lebaran   tang- 
gal 4 Agustus 2014  pada  hari lebaran, Pemohon 
memeluk   Termohon dengan  mengatakan men- 
jatuhkan talak  tiga dan  kita harus  berpisah. Se- 
jak itu pula Pemohon pergi meninggalkan rumah 
dengan menempati ruangan gedung  UPTD SKB 
Bengkulu Utara. 
4.   Bahwa  selama  Pemohon pergi meninggalkan ru- 
mah,  Pemohon dengan Termohon tidak  pernah 
lagi melakukan hubungan suami isteri, dan Pemo- 
hon tidak sepenuhnya lagi  memberikan uang be- 
lanja terhadap Pemohon. 
5. Bahwa Termohon pada  dasarnya tidak ingin berce- 
rai dengan Pemohon, akan  tetapi  apabila  Pemo- 
hon  berketetapan hati ingin menceraikan Termo- 
hon,  maka  Termohon mengajukan tuntutan balik 
(rekonvensi)  sebagai  berikut: 
a.  Membayar nafkah  lampau   kepada Termohon 
sejak bulan Juli 2014 sampai dengan terjadinya 
perceraian sejumlah  Rp. 6.000.000,- 
b. Membayar jaminan  hidup  kepada Termohon kar- 
ena  Termohon kehilangan pekerjaan sampai  ter- 
jadinya perceraian, sejumlah Rp. 50.000.000,- 
c.  Membayar nafkah  iddah  selama  3  bulan  set- 
elah    terjadinya     perceraian    sejumlah     Rp. 
6.000.000,- 
d.  Membayar  nafkah   anak   2  oang   sebesar   Rp. 
6.000.000,- peranak setiap  bulan  sampai  anak 
tersebut  dewasa  atau  menikah. 
e.  Membayar kenang-kenangan berupa emas  25 
gram. 
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3. Kekuatan Hukum Pengucapan Talak Tiga Di 
Luar Pengadilan 
Perceraian dalam hukum Islam sering disebut dengan 
mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan 
agama, terdapat beberapa hadis sebagai  berikut:49 
istilah talak. Kata talak itu diambil dari kata ithlaq yang ெ◌ௗ  ϝϮγέ  
ήΒΧԩ 
:ϝΎϗ  ΪϴΒϟ  ϦΑ  ΩϮϤΤϣ  Ϧϋ 
berarti   melepaskan  atau   membiarkan.44     Sedangkan ϪΗԩήϣԩ  ϖϠρ  ϞΟέ  Ϧϋ ϢϠγϭ   ϪϴϠϋ  ெ◌ௗ  
ϰϠλ 
menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkaw- 
inan atau putusnya hubungan suami isteri dengan men- 
:ϝΎϗ ϢΛ     ΎϧΎΒπϏ  ϡΎϘϓ     ΎόϴϤΟ  ΕΎϘϴϠτΗ  ΙϼΛ 
 
gucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, 
dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.45  Per- 
ceraian  atau  talak dalam  hukum  Islam pada  prinsipnya 
boleh  tapi  dibenci  oleh  Allah Swt.,  namun perceraian 
merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh 
manakala kehidupan rumah   tangga  tidak  bisa  diper- 
tahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum  terjadi 
perceraian ditempuh usaha-usaha  perdamaian antara 
kedua  belah  pihak,  karena  ikatan  perkawinan adalah 
ikatan yang paling suci dan kokoh.46 
Islam memberikan hak  talak hanya  kepada suami, 
karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjut- 
kan tali perkawinan yang telah banyak  mengorbankan 
harta.  Atas pertimbangan tersebut,  disamping  suami 
memiliki akal dan  sifat yang  lebih sabar  dalam  meng- 
hadapi sikap  dan  perilaku  istri yang  tidak  disenangi, 
seorang  suami  tidak akan  bersikap  terburu-buru untuk 
memutuskan bercerai  hanya   karena   perasaan marah 
atau  sifat buruk  istrinya yang  cenderung membuat su- 
sah dirinya.47 
Para  ulama  sepakat  bahwa  suami  yang  berakal  se- 
hat, baligh dan bebas  dalam menentukan pilihan diper- 
bolehkan menjatuhkan talak, dan  talaknya  dinyatakan 
sah.  Talak dapat dilakukan  dengan cara  apapun yang 
menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik 
diucapkan dengan perkataan ataupun  dengan deng- 
gunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan 
isyarat  bagi  seorang   tuna  wicara,  atau  dengan men- 
girimkan  seorang  utusan/wakil.  Talak tetap  dinyatakan 
sah  walaupun dengan menggunakan seorang   utusan 
atau  wakil untuk  menyampaikan kepada istrinya yang 
berada di tempat  lain,  bahwa  suaminya telah  menal- 
aknya.  Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus terse- 
but bertindak  sebagai  orang  yang menalak. Oleh karena 
itu, talaknya dinyatakan sah.48 
Mengenai  talak tiga mengingat  beratnya kon- 
sekuensi jika suami dan istri tersebut  ingin rujuk kem- 
bali, seperti yang terjadi dalam  perkara  Nomor  0207/ 
Pdt.G/2015/PA.AGM, bahwa  si suami langsung  men- 
jatuhkan talak tiga terhadap isterinya, baru kemudian 
ϰΘΣ  «ˮϢϛήϬυԩ  ϦϴΑ  Ύϧԩϭ  ெ◌ௗ ΏΎΘϜΑ  
ΐόϠϳԩ» 





Artinya: “Dari Mahmud bin Labid, ia berkata,  saat 
Rasulullah   SAW    diberitahu    mengenai   seorang 
laki-laki yang  menalak  isterinya dengan  talak tiga 
sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, 
kemudian berkata, “Apakah ia ingin bermain-main 
dengan  Kitabullah  padahal  aku  masih  ada di ten- 
gah kalian.?” Ketika itu ada seorang laki-laki berdi- 
ri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku 
membunuhnya.?” (HR.an-Nasa’iy,  dan  para peri- 
wayatnya  adalah para periwayat Tsiqat)” 
 
Terdapat tiga pendapat dalam  hal jika suami  me- 
nalak istrinya dengan talak tiga dalam  masa  suci baik 
satu kata atau  beberapa kata, sebagai  berikut:50 
a.   Bahwa  hal itu merupakan talak yang  dibolehkan 
dan mengikat; ini adalah pendapat asy-Syafi’i dan 
Ahmad  dalam  satu riwayat lamanya (dipilih oleh 
al-Kharqy) 
b.   Bahwa  hal itu merupakan talak yang diharamkan 
dan  mengikat;   ini  adalah pendapat Malik, Abu 
Hanifah  dan  Ahmad  (yang  dipilih oleh kebanya- 
kan  sahabatnya). Pendapat ini juga  dinukil  dari 
kebanyakan ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan 
para  shahabat dan Tabi’in. 
c.   Bahwa  ia merupakan talak yang diharamkan dan 
hanya  berlaku  satu  kali talak  saja;  ini pendapat 
yang  dinukil  dari  sekelompok   ulama   Salaf  dan 
Khalaf  dari  kalangan  para   shahabat. Pendapat 
ini juga diambil kebanyakan Tabi’in dan  generasi 
setelah mereka. Juga, merupakan pendapat se- 
bagian  sahabat Abu Hanifah,  Malik dan Ahmad. 
 
4.  Menurut Hukum Positif Indonesia 
Ketentuan  tentang  perceraian telah diatur dalam: 
a.     Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1989  tentang 
Peradilan Agama. 
b. Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun  1975  ten- 
tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1 Ta- 
hun 1974  tentang  Perkawinan 
 
44Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subusalam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 
1995), h. 609 
45Ahmad  Shidik, Hukum Talak Dalam Agama Islam, (Surabaya: Putera 
Pelajar, 2001), h. 9 
46Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam di  Indonesia,  (Jakarta:  Raja  Grafinso, 
1995), h. 268 
47Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 9 




49Admin, Hukum Talak Tiga Dalam Satu Lafazh (Talak Tiga Sekaligus), 
diakses  dari  https://www.alsofwah.or.id,  pada  tanggal  31  Mei 2017,  jam 
11.00  WIB Sumber:  Tawdhiih  al-Ahkam  Min Buluugh  al-Maraam  karya 
Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, Jld.V, hal.14-21 
50Admin, Hukum Talak Tiga Dalam Satu Lafazh ..., hal.14-21 
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c.     Instruksi Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang 
Penyebarluasan Kompilasi Hukum  Islam 
d.    Kompilasi Hukum  Islam 
Pasal  38  Undang-Undang Nomor  1 Tahun  1974 
tentang   Perkawinan  menyebutkan  bahwa   “perkaw- 
inan  dapat putus  karena  kematian, perceraian, dan 
atas putusan pengadilan”. 
Pasal  39   ayat  (1) Undang-Undang Nomor  1 Ta- 
hun  1974  bahwa  “perceraian hanya  dapat dilakukan 
di depan Sidang  Pengadilan setelah  Pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamai- 
kan kedua  belah pihak. 
Pasal  65  Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1989 
tentang  Peradilan Agama  bahwa  “perceraian hanya 
dapat dilakukan  di depan sidang  pengadilan setelah 
pengadilan yang  bersangkutan berusaha  dan  tidak 
berhasil mendamaikan kedua  belah pihak”. 
Pasal  14  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun 
1975  tentang   Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 
1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, bahwa  “seorang 
suami  yang telah melangsungkan perkawinan menu- 
rut agama Islam,yang  akan menceraikan isterinya, 
mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat  ting- 
galnya, yang berisi pemberitahuan bahwa  ia bermak- 
sud menceraikan isterinya disertai dengan alasan- 
alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu. 
Pasal  113  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan 
bahwa   “perkawinan dapat  putus  karena   kematian, 
perceraian, dan  atas  putusan pengadilan”. Pasal  114 
nya mengatur bahwa  “putusnya perkawinan yang dis- 
ebabkan karena  perceraian dapat terjadi karena  talak 
atau  berdasarkan gugatan  perceraian”. Pasal 115 nya 
mengatur bahwa  “perceraian hanya  dapat dilakukan 
di depan sidang  pengadilan agama setelah  pengadi- 
lan agama tersebut  berusaha dan  tidak berhasil men- 
damaikan kedua  belah pihak. 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam  hukum 
positif yang mengatur tata cara perceraian tersebut  di 
atas,  diketahui  bahwa  suatu  perceraian dalam  hal ini 
talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, hanya 
dapat dilakukan  di depan sidang pengadilan. Jika ta- 
lak sudah  memenuhi ketentuan tersebut,  maka  suatu 
perceraian baru  mendapat pengakuan secara  hukum 
negara. 
 
5. Manfaat Surat Izin cerai Pegawai Negeri Sipil 
Ketentuan    mengenai  perceraian  bagi   pegawai 
negeri  sipil, diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No- 
mor  45  Tahun   1990  tentang  Perubahan Atas  Pera- 
turan  Pemerintah Nomor  10 Tahun  1983  tentang  Izin 
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 
dan  Surat  Edaran Kepala  Badan Administrasi  Kepe- 
gawaian  Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 
190  tentang   Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah 
Nomor  10 Tahun  1983  tentang  Izin Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Pegawai  Negeri Sipil. 
Dalam  Surat  Edaran Kepala  Badan  Administrasi 
Kepegawaian Negara  Nomor  48/SE/1990 disebutkan 
bahwa: 
a.   Pegawai   negeri  sipil yang  akan  melakukan per- 
ceraian,  wajib memperoleh ijin tertulis atau  surat 
keterangan lebih dahulu  dari pejabat. 
b.   Pegawai   Negeri  Sipil  baik  pria  maupun  wanita 
yang akan melakukan perceraian dan berkedudu- 
kan sebagai  penggugat, wajib memperoleh ijin 
tertulis lebih dahulu  dari pejabat. 
c.   Pegawai   Negeri  Sipil  baik  pria  maupun  wanita 
yang akan melakukan perceraian dan berkedudu- 
kan   sebagai    tergugat,    wajib   memberitahukan 
secara  tertulis  adanya gugatan   dari  suami  atau 
istrinya melalui saluran  hirarki kepada Pejabat  un- 
tuk mendapatkan surat  keterangan, dalam  waktu 
selambat-lambatnya enam  hari kerja setelah ia 
menerima gugatan  perceraian. 
d.   Suami  istri yang  akan  melakukan perceraian dan 
keduanya berkedudukan sebagai  Pegawai  Negeri 
Sipil baik dalam  satu lingkungan  departemennya/ 
Instansi  maupun pada  departemen/instansi yang 
berbeda,  masing-masing Pegawai  Negeri  Sipil 
tersebut  wajib memperoleh ijin tertulis atau  surat 
keterangan lebih dahulu  ari Pejabat. 
e.   Pegawai  negeri sipil hanya  dapat melakukan per- 
ceraian  apabila  ada  alasan  yang  sah,  yaitu salah 
satu alasan  atau  lebih alasan  sebagai  berikut: 
1)   Salah satu pihak berbuat zina. 
2)   Salah  satu  menjadi   pemabuk, pemadat dan 
penjudi  yang sukar disembuhkan. 
3)   Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak  lain se- 
lama dua tahun  berturut-turut tanpa  izin pihak 
lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa 
memberikan nafkah  lahir maupun batin  atau 
karena  hal lain di luar kemampuannya. 
4)   Salah  satu pihak  mendapat hukuman penjara 
lima  tahun   atau   hukuman yang  lebih  berat 
secara  terus menerus setelah  perkawinan ber- 
langsung. 
5)   Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat  baik  lahir  maupun batin 
yang membahayakan pihak lain. 
6)   Antara  suami  dan  isteri terus  menerus terjadi 
perselisihan  dan  pertengkaran dan  tidak  ada 
harapan untuk hidup  rukun lagi dalam  rumah 
tangga. 
f. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat,kecuali 
pegawai    bulanan  disamping    pensiun,   dijatuhi 
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun  1980  ten- 
tang Peraturan disiplin Pegawai  Negeri Sipil, apa- 
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bila  melakukan salah  satu  atau  lebih  perbuatan 
sebagai  berikut,  dalam  hal ini salah  satunya ada- 
lah melakukan perceraian tanpa  memperoleh ijin 
bagi yang berkedudukan sebagai  penggugat atau 
tanpa  surat  keterangan bagi  yang  berkedudukan 
sebagai  tergugat,  terlebih dahulu  dari Pejabat. 
g.  Setiap  atasan  dan  pejabat yang  menerima surat 
pemberitahuan adanya gugatan  perceraian harus 
melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti 
dalam  hal  menerima permintaan ijin perceraian, 
yaitu   wajib  merukunkan  kembali   kedua   belah 
pihak  dan  apabila   perlu  dapat memanggil   atau 
meminta keterangan dari  pihak-pihak yang  ber- 
sangkutan. 
h.  Untuk  membantu Pejabat   dalam   melaksanakan 
kewajibannya agar  dibentuk  Tim Pelaksana Per- 
aturan   Pemerintah Nomor  10  Tahun   1983   dan 
Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  1990  di 
lingkungan  masing-masing. 
Berdasarkan peraturan mengenai perceraian bagi 
pegawai   negeri  sipil  tersebut   di  atas,   jelas  bahwa 
setiap  pegawai   negeri  sipil yang  ingin  mengajukan 
perceraian ke  pengadilan agama, maka  wajib  bagi 
mereka  untuk  memperoleh izin atasannya. Namun 
bagaimana jika  seorang   pegawai   negeri  sipil tidak 
melampirkan izin atasan  untuk perceraian yang diaju- 
kannya  tersebut,  sebagaimana perkara  Nomor  0207/ 
Pdt.G/2015/PA.AGM. Pemohon  (suami)   yang   ber- 
status sebagai  pegawai  negeri sipil telah mengajukan 
permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Arga- 
makmur,  namun Pemohon tidak  melampirkan surat 
izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan- 
nya,  dan  Pemohon hanya  melampirkan surat  reko- 
mendasi  izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala 
UPTD Sanggar  Kegiatan Belajar Argamakmur. 
Landasan hukum  kewenangan dan  pelaksanaan 
tugas  fungsi  suatu  pengadilan, adalah Undang-Un- 
dang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Ke- 
hakiman. Pasal  10 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 
48 Tahun  2009  menyebutkan bahwa  “Pengadilan 
dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan 
memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih 
bahwa  hukum  tidak ada atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 
Membaca ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  10 
ayat   (1)  Undang-Undang  Nomor   48  Tahun   2009 
tersebut  di atas, jelas bahwa  keberadaan surat izin ce- 
rai bagi pegawai  negeri sipil, tidak akan  mempengar- 
uhi dilaksanakannya suatu jalannya  persidangan. Ke- 
beradaan surat  izin cerai tersebut  hanya  berdampak 
pada  pegawai  negeri sipil yang bersangkutan. Meng- 
ingat bahwa  pegawai  negeri sipil terikat pada  aturan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun  1990 dan Su- 
rat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara  Nomor  48/SE/1990. 
Untuk  pegawai  negeri  sipil yang  oleh  Pengadilan 
telah  diberikan   waktu  untuk  mengurus izin namun 
enggan   melaksanakannya ataupun telah  dilaksana- 
kannya  namun tidak mendapat izin sedangkan yang 
bersangkutan tetap  ingin bercerai,  maka  hal tersebut 
menjadi  resiko dan  tanggung  jawab  pegawai  negeri 
sipil itu sendiri.51 
Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan 
tersebut di atas, diketahui bahwa analisis terhadap 
Putusan majelis hakim  Pengadilan Agama  Argamak- 
mur Nomor  0207/Pdt.G/2015/PA.AGM adalah seba- 
gai berikut: 
1.    Mengacu  pada  ketentuan yang diatur  dalam  hu- 
kum Islam, sesungguhnya telah terjadi perceraian 
antara Pemohon (suami)  dengan Termohon (is- 
teri) pada  saat  suami  menjatuhkan talak tiga se- 
cara langsung  terhadap istrinya tersebut.  Namun 
tentu  saja  talak  yang  diakui  adalah talak  satu. 
Artinya, jika Pemohon tidak mengajukan permo- 
honan cerai ke Pengadilan Agama Argamakmur, 
maka  berdasarkan hukum  Islam,  sesungguhnya 
antara Pemohon (suami)  dengan Termohon (is- 
teri)  telah  terjadi  perceraian karena   talak  satu. 
Namun   pengakuan perceraian ini baru  sebatas 
pengakuan secara  hukum  agama, sedangkan 
menurut hukum   negara   belum  diakui.  Hal  ini 
mengakibatkan secara  hukum  keduanya  masih 
terikat dalam  hubungan suami  isteri yang  mem- 
punyai  hak  dan  kewajiban  secara  hukum  nega- 
ra. 
2.    Pengadilan Agama Argamakmur yang memutus- 
kan bahwa  Pemohon (suami) untuk menjatuhkan 
talak satu raj’i kepada Termohon (istri), meskipun 
pada  kenyataannya bahwa  si suami  sebelumnya 
telah  menjatuhkan talak  tiga langsung  terhadap 
istrinya tersebut,  adalah sudah  tepat  dan  sesuai 
dengan ketentuan yang  diatur  dalam  hukum  Is- 
lam, dan  juga hukum  positif yang mengatur tata 
perceraian di Indonesia. 
3.    Pengadilan Agama Argamakmur yang memutus- 
kan bahwa  Pemohon (suami) diberikan izin untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon 
(isteri) di depan sidang Pengadilan Agama Arga- 
makmur,  meskipun  Pemohon tidak melampirkan 
surat izin cerai dari atasannya, sudah  tepat.  Kar- 
ena ada atau tidak adanya surat izin atasan, tidak 
berdampak pada  proses jalannya  suatu persidan- 
gan melainkan hanya  berdampak pada  pegawai 
negeri  sipil yang  bersangkutan. Surat  izin cerai 
hanya  bermanfaat bagi pegawai  negeri sipil yang 
mengajukan  perceraian  ke  pengadilan agama, 
salah  satunya adalah bagi  pegawai  negeri  sipil 
 
 
51Herman Supriyadi,  Izin Perceraian  Anggota TNI/Polri, Artikel diakses 
dari http://www.pta-jambi.go.id, tanggal 31 Maret 2016, h. 7 
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tersebut   akan   terhindar  dari  hukuman  disiplin 
sesuai  ketentuan yang  berlaku.  Manfaat  lainnya 
adalah jika  permohonan cerai  belum  diajukan 
ke pengadilan agama, maka  pegawai  negeri sipil 
yang bersangkutan dapat diupayakan damai  oleh 
tim ataupun atasan  langsung,  sehingga  proses 
persidangan perceraian tidak perlu dilakukan,  ini 
artinya menghemat waktu dan  biaya.  Jika proses 
perceraian tetap  dilakukan,  maka  surat  izin cerai 
dapat  bermanfaat sebagai   dasar   pertimbangan 
pengadilan dalam  menjatuhkan putusannya, 
karena  surat izin cerai merupakan hasil rekomen- 
dasi tim yang memeriksa alasan  perceraian untuk 




1.    Kekuatan  hukum  pengucapan talak  tiga  di  luar 
pengadilan menurut hukum  Islam adalah sah. 
Karena  dalam  hukum  Islam (Alquran  dan  hadis) 
tidak  ada  yang  mengatur jika  talak  harus  diu- 
capkan  di depan pengadilan. Bahkan  talak tidak 
perlu saksi ketika suami mengucapkannya, ta- 
lakpun  dapat diucapkan suami  secara  jelas dan 
tegas  ataupun dengan bahasa sindiran.  Namun 
penjatuhan talak tidak dapat dilakukan  sekaligus 
talak tiga tanpa  melalui talak satu dan  talak dua. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor  1 
Tahun  1974,  pengucapan talak  harus  dilakukan 
di depan persidangan, jika tidak maka perceraian 
tidak diakui secara  hukum  negara. Dan di antara 
suami  isteri tersebut  tetap  terikat  secara  hukum 
negara   meskipun   menurut hukum   Islam  sudah 
bukan  suami isteri lagi. 
2.    Surat  izin cerai  dari  atasan  pegawai  negeri  sipil 
yang   mengajukan  perceraian   ke   pengadilan, 
hanya  mempunyai konsekuensi pada  pegawai 
negeri  sipil yang  bersangkutan sehubungan den- 
gan terikatnya pegawai  negeri sipil dengan aturan 
kepegawaian yang  dibuat  pemerintah. Sedang- 
kan bagi pengadilan agama yang menyidangkan 
perkara   perceraiannya, surat  izin tersebut   tidak 
mempunyai konsekuensi apapun dalam  melaku- 
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